PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGEA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telp. (0233) 8286599 Fax. (0233) B2BE600

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGHA
Nomaor : 503/ JOSMP/DPMPTSP/XI/Z021

TENTANG

1ZIN OPERASIONAL SMP IT ADIFATHI JATIWANGI DI JL. ADIPATI EWANGGASONA
NO. 30 DESA SUKARAJA KULON KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagi siswa lulusan
Sekolah Dasar (SD) Madrasah lbtidaiyah (MI) dan Program Kesetaraan
Paket A di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan
sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;

bahwa berdasarkan Surat No 421.1/013/SMPIT-AF/1/2021 Tanggal 28
jJanuari 2021 perihal Permohonan [zin Operasional SMP IT ADIFATHI
JATIWANGI dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No 073/2670-
Disdik Tanggal 23 Agustus 2021 dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diberikan lZln operasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara HRepublik Indonesia Tahun 1950),
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ZB51);
Undang-Undang Republik Indonesia Momor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1Z Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3413];
Peraturan Pemerintzh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 71) ;

6. Peraturan...2



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor BZ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintzhan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

10. Peramran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tabum 2018
tentang Pellmpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka

MEMUTUSKAN

: Memberikan lzin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(5MP) Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagal berikut :

Nama Sekolah : SMPIT ADIFATHI JATIWANGI
Alamat Sekolah : I Adipati Ewanggasona No. 30 Desa Sukaraja Kulon
Kecamatan [atiwangl Kabupaten Majalengka

: lzin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama

2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirvan didalamnya, akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Diretapkan di :  Majalengka
Pada Tanggal : B0 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
llﬁﬁ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

e
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 503 /Y> JOSMP/DPMPTSP/XI/2021

TENTANG

[ZIN OPERASIONAL SMP IT ADIFATHI JATIWANGI DI |L. ADIPATI EWANGGASONA
NO. 30 DESA SUKARAJA KULON KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung bagl siswa lulusan
Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidalyah (MI) dan Program Kesetaraan
Paket A di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya perlu menyediakan
sarana dan prasarana pendidikan yang memadal;

bahwa berdasarkan Surat No 421.1/013/SMPIT-AF/1/2021 Tanggal 28
Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMP IT ADIFATHI
JATIWANGI dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No 073 /2670-
Disdik Tanggal 23 Agustus 2021 dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Hepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
|lawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraiuran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor BZ, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2% tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3413);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor
41, tambahan Lembaran Megara Bepublik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32
tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Momor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 71) ;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomaor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2070
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah MNomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor Z Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalenghka

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Majalengka

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
{SMFP) Kabupaten Majalenghka dengan identitas sebagal berikut :

Nama Sekolah = SMPITADIFATHT JATIWANGI
Alamat Sekolah : |l Adipati Fwanggasona No. 30 Desa Sukaraja Kulon

Kecamatan |atiwangi Kabupaten Majalenghka

: lzin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya. akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Majalengka
Pada Tanggal : B0} November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
| SR TAKABUPATEN MAJALENGKA,
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